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ABSTRAK
LEGALITAS PRAKTEK JUAL RUGI PADA TRANSAKSI ELEKTRONIK
DENGAN SISTEM FLASH SALE DI INDONESIA

ARIEF RIZKY FADILLAH
1706200192

Dalam transaksi elektronik terdapat hal yang tidak dimiliki pelaku usaha
konvensional seperti umumnya transaksi elektronik menerapkan berbagai promo
besar-besaran, penerapan promo pada aplikasi ini membuat pesaing pelaku usaha
lain merasa diresahkan. Adapun penelitian ini untuk mengetahui praktek jual rugi
dengan sistem flash sale pada perdagangan berbasis elektronik menurut Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat, apakah praktik jual rugi dalam transaksi elektronik
dengan sistem flash sale termasuk dalam kategori pelanggaran dalam persaingan
usaha, serta bagaimana dampak praktik jual rugi dalam transaksi elektronik
dengan sistem flash sale terhadap persaingan dunia usaha di Indonesia.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif,
sedangkan pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan, sumber
data yang diambil dari data yang bersumber dari data sekunder yang diperoleh
yang diperoleh secara studi kepustakaan (library research. Kemudian, data diolah
dan dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif

Berdasarkan hasil penelitian bahwa praktek jual rugi dengan sistem flash
sale pada perdagangan berbasis elektronik menurut Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat diatur dalam Pasal 20. Pelanggaran praktik jual rugi dalam transaksi
elektronik memiliki tiga syarat antara lain harus membuktikan bahwa pelaku
usaha tersebut memasarkan produknya dengan harga rugi (memasarkan di bawah
average variable cost). Pelaku usaha hanya bisa dikategorikan menerapkan
tindakan predatory pricing yang dilarang jika jual rugi tersebut dilangsungkan
dalam jangka waktu tertentu, kemudian ia meningkatkan harga secara signifikan
pada periode waktu berikutnya. Dampak atau akibat menjual rugi terhadap
persaingan dunia usaha itu sendiri diantaranya sewaktu melancarkan praktik jual
rugi, pelaku usaha dominan akan menanggung kerugian dalam jangka waktu yang
relatif panjang, praktik predatory pricing tidak dapat dilakukan pada suatu pasar
yang bersifat sempurna, sebab ketika pelaku usaha dominan melakukan
peningkatan harga, maka pihak pesaing tentu secara mudah hadir kembali ke
dalam pasar. Pelaku usaha dominan umumnya akan menggelontorkar -~-=-~
sebagai sunk cost. Pelaku usaha yang melancarkan praktik predatory pricin
tidak dilangsungkan oleh pelaku usaha yang menyandang posisi dominan
berpotensi menyebabkan kerugian. Selain itu, perbuatan predatory piiviny
berpotensi mengalami kegagalan manakala pihak pesaing yang menjadi target
untuk dieliminasi justru memiliki kekuatan untuk bertahan pada kondisi pasar
yang labil.

Kata Kunci: Legalitas, Jual Rugi, Transaksi Elektronik, Flash Sale.
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Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, Mei 2023
Penulis,

ARIEF RIZKY FADILLAH
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zaman sekarang ini segala kegiatan dapat dilakukan dengan sederhana
melalui bantuan dari internet. Kegiatan dasar yang sering dilakukan secara
konvensional telah beralih menjadi kegiatan yang berbasis internet dan elektronik.
Contohnya Kegiatan Jual beli berbasis internet atau yang sering disebut
perdagangan online menjadi hal yang perkembangannya sangat pesat di Indonesia.
Perdangangan yang mulanya konvensional menjadikan pasar sebagai tempat
terjadinya kegiatan telah menjadikan e-marketplace. Transaksi Elektronik pada
dasarnya juga merupakan transaksi jual beli modern yang menggunakan inovasi
teknologi seperti internet sebagai wadah yang digunakan dalam transaksi komersil
elektronik, merupakan pilihan baru dalam melakukan kegiatan perdagangan
ataupun jual beli.!

Ekonomi digital di Indonesia memang dapat membawa banyak dampak
positif, namun hal ini juga menjadi tantangan pemerintah dalam membuat
kebijakan. Dengan adanya perkembangan ekonomi digital dapat memungkinkan
munculnya model bisnis baru, integrasi antar sektor bisnis, serta perubahan model
bisnis pada sektor yang sudah ada.” Transaksi komersial elektronik salah satu
bentuk bisnis modern yang bersifat non-face dan non-sign (tanpa bertatap muka

dan tanpa ditandatangani). Transaksi komersial elektronik memiliki beberapa ciri

! Lukman Santoso Az. 2019. Aspek Hukum Perjanjian. Yogyakarta: Penebar Media
Pustaka, halaman 131.

2 Kementerian Komunikasi dan Informatika Badan Penelitian dan Pengembangan SDM
Puslitbang Aptika dan IKP, “Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia”, Studi Hasil Penelitian,
Desember 2019, halaman 2



khusus, diantaranya bahwa transaksi ini bersifat paperless (tanpa dokumen
tertulis), borderless (tanpa batas geografis) dan para pihak yang melakukan
transaksi tidak perlu bertatap muka. Transaksi komersial elektronik mengacu
kepada semua bentuk transaksi komersial yang didasarkan pada proses elektronis
dan transmisi data melalui media elektronik..?

Transaksi elektronik di dalamnya terdapat hal yang tidak dimiliki pelaku
usaha konvensional seperti umumnya transaksi elektronik menerapkan berbagai
promo besar-besaran, penerapan promo pada aplikasi ini membuat pesaing pelaku
usaha lain merasa diresahkan. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
menyebutkan bahwa: “Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan
atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat
rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau memastikan usaha pesaingnya
di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli
dan/atau persaingan usaha tidak sehat”.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa
pelaku usaha dilarang melakukan perjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk
menetapkan harga di bawah harga pasar (predatory pricing) yang dapat
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Predatory pricing secara
sederhana didefinisikan sebagai tindakan dari perusahaan yang mengeluarkan
pesaingnya dengan cara menetapkan harga dibawah biaya produksi. Hal ini

dilakukan dengan tujuan untuk menge-luarkan atau mencegah pelaku usaha

® Yapiter Marpi. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan
Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce. Jakarta: PT. Zona Media Mandiri, halaman 92.



pesaing masuk ke pasar yang sama.” Persaingan tidak sehat tersebut dapat terjadi
antara pelaku usaha dengan platform digital maupun dengan pelaku usaha
konvensional. Beliau juga mengutip pendapat dari Hariyadi Sukamdani ketua
umum Asosiasi Pengusaha menyatakan Indonesia bahwa (APINDO) yang
“ketidakjelasan upaya pemerintah dalam mengarahkan perkembangan ekonomi
digital berpotensi memunculkan persaingan tidak Kompetisi yang sehat (unfair
competition). tidak adil tersebut, terjadi antara pelaku usaha konvensional dan
perusahaan rintisan (start-up company) berbasis teknologi”.’

Kasus praktek monopoli pada perdagangan elektronik akan banyak
bermunculan karena tidak seimbangnya pasar produk tertentu dan menjadikan
pelaku usaha sebagai posisi dominan. Pengawasan yang kurang itulah yang secara
langsung menyebabkan praktek monopoli salah satunya Jual Rugi (Predator
Pricing).

Kemudahan transaksi bisnis yang ditawarkan oleh layanan transaksi
elektronik menjadikan banyaknya perusahaan saling berlomba untuk menawarkan
promo-promo menarik kepada konsumen atau masyarakat agar tertarik untuk
melakukan transaksi pada layanan transaksi elektronik mereka, salah satu promo
yang ditawarkan yakni dengan memberikan diskon atau potong-an harga dalam
waktu tertentu atau yang lebih dikenal dengan istilah flash sale. Namun dalam
prakteknya, flash sale seringkali dibarengi dengan diskon yang sangat besar

terhadap suatu produk, bahkan sampai menyentuh harga Rp. 99,- (sembilan puluh

* Andi Fahmi Lubis, dkk. 2017. Hukum Persaingan Usaha. Jakarta: Komisi Pengawas
Persaingan Usaha, halaman 58-59.

® Basri Efendi, “Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Bisnis Digital (E-
Commerce) Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Praktek Persaingan Usaha
Tidak Sehat,” Syiah Kuala Law Journal, VVol.4, (2020), halaman 22.



sembilan rupiah). Harga yang ditawarkan tersebut berbeda jauh dengan harga
pasar yang seharusnya, hal ter-sebut memberikan indikasi adanya predatory
pricing atau jual rugi yang dilakukan oleh para pelaku usaha transaksi elektronik.
Jual rugi yang dilakukan akan menjadikan adanya adu kuat antar para pelaku
usaha, namun hal ini akan me-nyulitkan pelaku usaha yang memiliki modal kecil
dan menghambat mereka untuk masuk ke pasar yang sama. Apabila hal tersebut
terjadi, maka akan menimbulkan adanya praktek monopoli dan persaingan usaha
yang tidak sehat.

Negara Indonesia itu sendiri telah mengatur pada Undang-Undang No.5
Tahun 1999 tentang mempertahankan persaingan pasar dan mencegah praktek
penetapan harga, pemboikot, kartel, dan persekongkolan yang menyebabkan
persaingan tidak sehat. Kemudian terdapat beberapa nash al-qur’an yang
menjelaskan berkaitan dengan persaingan bisnis yakni;

Al-Bagarah (2) ayat 148:
T e - - pza B TR FTE"“I"_G" -"?- - = Wi et
- P F o Z
(@) 508 20505 (e T Lz a T S 0l

Artinya; Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap
kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan.
Dimana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu
sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas
segala sesuatu.

]

Berdasarkan ayat Al-Qur’an di atas, menjelaskan tentang sebagai umat
Islam memang sudah seharusnya untuk selalu berlomba-lomba dalam hal

kebaikan, maksud dari berlomba-lomba dalam kebaikan dalam persaingan bisnis



yakni berlomba-lomba mencari rejeki dengan cara saling mengunggulkan atau
mempromosikan usaha bisnisnya sesuai etika bisnis dalam Islam. Selain dalam
Al-Quran, terdapat pula hadits nabi SAW yang menerangkan tentang persaingan

bisnis yakni pada hadits Tarmizi Nomor 1225 yakni:
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Artinya: Telah menceritakan kepada kami (Qutaibah) dan (Ahmad bin Mani’)
keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami (Sufyan) dari (Az
Zuhri) dari (Sa'id bin Al Musayyab) dari (Abu Hurairah) ia berkata;
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda. Dan Qutaibah berkata;
Hadits ini sampai kepada Nabi shallallahu ‘'alaihi wasallam, beliau
bersabda: "Janganlah kalian bersaing dalam penawaran.” la mengatakan;
Dalam hal ini ada hadits serupa dari Ibnu Umar dan Anas. Abu Isa
berkata; Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan shahih dan menjadi
pedoman amal menurut para ulama, mereka memakruhkan persaingan
dalam penawaran. Abu Isa berkata; Najsy adalah seseorang datang
membagi barang dagangan kepada pedagang lalu menawarnya lebih
banyak dari yang ditawarkan, hal itu ketika pembeli mendatanginya. la
ingin mengelabui pembeli dan tidak bermaksud untuk menjual, ia hanya
ingin mengelabui pembeli terhadap yang ia tawarkan, ini merupakan
bentuk dari penipuan. Asy Syafi'i berkata; Seandainya seseorang
melakukan persaingan penawaran, maka pelaku persaingan berdosa
karena perbuatannya, namun jual beli boleh karena penjual tidak
bersaing dalam penawaran.

Berdasarkan Hadits di atas, menjelaskan tentang boleh melakukan suatu

persaingan bisnis, asalkan tidak melakukan persaingan dalam penawarannya.



Persaingan bisnis bukan hanya sekedar diartikan sebagai menjatuhkan lawan
pesaing bisnisnya, seperti menahan atau seperti memaksa beberapa para Al-
Mustaudi’ (Yang menitipkan barang). Sebagaimana telah dijelaskan dalam Hadits

Abu Daud 2980 yakni:
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Artinya: Telah menceritakan kepada kami (Ar Rabi' bin Nafi' Abu Taubah)telah
menceritakan kepada kami (‘Ubaidullah bin 'Amr Ar Raqqi), dari
(Ayyub) dari (Ibnu Sirin) dari (Abu Hurairah) bahwa Nabi shallallahu
‘alaihi wasallam melarang dari menyambut barang dagangan sebelum
masuk pasar. Apabila terdapat terdapat pembeli yang menyambutnya
kemudian membelinya maka pemilik barang memiliki hak untuk

memilih apabila barang tersebut telah sampai ke pasar.

Berdasarkan hal tersebut, dalam seluruh aktivitas manusia pada umumnya
dan aktivitas ekonomi dalam khususnya diarahkan untuk mencapai keberhasilan
dan kesejahteraan. Dengan berpegangan dengan keadilan yang berkarakter
komprehensif perlu mendasarkan pada nilai-nilai moral Islam. Berdasarkan uraian
yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk membahas masalah di
atas dengan judul “Legalitas Praktek Jual Rugi Pada Transaksi Elektronik
Dengan Sistem Flash Sale Di Indonesia”.

1. Rumusan Masalah

Adapun permasalahannya yaitu :

a. Bagaimana praktek jual rugi dengan sistem flash sale pada perdagangan

berbasis elektronik menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?



b. Apakah praktik jual rugi dalam transaksi elektronik dengan sistem flash sale
termasuk dalam kategori pelanggaran dalam persaingan usaha?

c. Bagaimana dampak praktik jual rugi dalam transaksi elektronik dengan sistem
flash sale terhadap persaingan dunia usaha di Indonesia?

2. Manfaat Penelitian
Merujuk pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagaimana disebutkan

diatas, penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan
pengetahuan, memperluas penyebaran informasi, serta dapat bermanfaat
melalui pemikiran-pemikiran secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat
dijadikan referensi ilmiah/sumbangan pemikiran yang berguna dalam
perkembangan ilmu hukum serta sebagai kontribusi dari sisi pendidikan.

b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan teoritis dan rujukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk
bagi kepentingan pihak yang terlibat dalam perdagangan elektronik,

bangsa, masyarakat dan para praktis hukum.

B. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktek jual rugi dengan sistem flash sale pada
perdagangan berbasis elektronik menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Untuk mengetahui praktik jual rugi dalam transaksi elektronik dengan sistem

flash sale termasuk dalam kategori pelanggaran dalam persaingan usaha.



3. Untuk mengetahui dampak praktik jual rugi dalam transaksi elektronik dengan

sistem flash sale terhadap persaingan dunia usaha di Indonesia.

C. Definisi Operasional
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa variale yang secara
kontekstual digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Legalitas memiliki kata dasar “Legal” adalah suatu hal yang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan atau hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Legalitas mempunyai arti perihal keadaan sah atau keabsahan.

2. Praktik adalah perbuatan menerapkan teori (keyakinan dan sebagainya).

3. Jual Rugi merupakan melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara
melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan
maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar
bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan
atau persaingan usaha tidak sehat.®

4. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan
menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik
lainnya.’

5. Flash Sale adalah sebuah promosi atau diskon yang ditawarkan toko online di
e-commerce dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Umumnya, flash

sale berlangsung dalam waktu singkat, sekitar 2 hingga 3 jam. Saat flash sale,

® Rezmia Febrina, “Dampak Kegiatan Jual Rugi (Predatory Pricing) Yang Dilakukan
Pelaku Usaha Dalam Perspektif Persaingan Usaha”, Jurnal Selat, Volume 04, No 2, Mei 2017,
halaman 236.

" Abdul Halim Barkatullah. 2017. Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia (Sebagai
Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bishis e-Commerce di Indonesia). Bandung: Nusa
Media, halaman 25.



diskon yang ditawarkan biasanya lebih besar dibandingkan diskon pada
umumnya. Diskon besar, produk terbatas, dan waktu singkat dapat membuat

pembeli memiliki urgensi untuk segera membeli produk atau impulse buying.?

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui seacrching
via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas
Muhammdiyah Sumatera Utara dan perguruan lainnya, penulis tidak menemukan
penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait
“Legalitas Praktek Jual Rugi Pada Transaksi Elektronik Dengan Sistem
Flash Sale Di Indonesia”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti
sebelumnya, ada beberapa judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian
dalam penulisan skripsi, antara lain:

1. Skripsi Rivo Stria Utama, NPM 1727102163, Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Tahun 2021,
yang berjudul “Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Strategi Bisnis Jual
Rugi Oleh Gojek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang
Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Kota
Pekanbaru”

2. Skripsi Muhamad Nayryen, NPM 1111131171, Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Tahun 2019, yang berjudul “Tinjauan

® Devi Liaanovada, “Apa itu Flash Sale”, melalui https://blog.skillacademy.com/flash-
sale-adalah, diakses pada tanggal 10 Maret 2023, Pukul 10.20 Wib.
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Yuridis Terhadap Konsep Jual Rugi (Predatory Pricing) Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli
Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian

tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini.

E. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang
dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum
kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara
meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.® Sedangkan pendekatan
penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang
dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua
undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang
diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka
penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk
kepentingan akademis.*°
2. Sifat Penelitian
Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan
keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan

bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum

% Dyah Ochtorina Susanti Dan A’an Efendi. 2014. Penelitian Hukum (Legal Research).
Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.
19 Ibid., halaman 110.
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tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif.
Penelitian deskripstif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan
keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil
kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.**
3. Sumber Data
Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu:
a. Data Hukum Islam yang bersumber dari Al-qur’an dalam QS. Al-Bagarah (2)
ayat 148 dan hadits Tarmizi Nomor 1225, serta Hadits Abu Daud 2980.
b. Data sekunder yaitu, data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi,
publikasi tentang hukum. Data Sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum:
1) Bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi
Elektronik, serta Peraturan Komisi Nomor 6 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999.
2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan

yang berupa karya ilmiah, buku, dan lainnya.

1 |da Hanifah, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 20.
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3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya.*?

4. Alat Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, data diperoleh dari studi kepustakaan (library

reseacrh) yang dilakukan dengan dua cara yaitu :

a. Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (library reseacrh) secara
langsung dengan mengunjungi toko—toko buku, perpustakaan (baik didalam
maupun di luar Kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna
menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud

b. Online, yaitu studi keputstakaan (library reseacrh) yang dilakukan dengan
cara seacrhing melalui media internet guna menghimpun data skunder
dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.™
5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni
pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan Pasal-pasal di dalam

Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari

data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai

dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang di

analisis secara kuantitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara

sistematis pula.

2 1hid., halaman 21.
3 Ibid.
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Salah satu bidang yang dilingkupi oleh hukum bisnis adalah bidang anti
monopoli dan anti trust (persaingan curang). Hukum mengartikan monopoli
sebagai suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau atas
penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.
Dengan demikian, menurut perundang-undangan tentang anti monopoli, dengan
praktek monopoli dimaksudkan adalah sebagai suatu pemusatan kekuatan
ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya
produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga
menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan
kepentingan umum. Sedangkan yang dimaksud dengan persaingan curang
(persaingan tidak sehat) adalah suatu persaingan antar pelaku usaha dalam
menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang
dilakukan dengan cara-cara yang tidak jujur atau dengan cara melawan hukum
atau menghambat persaingan usaha apabila tidak ditentukan dengan tegas
sebaliknya, maka semua penyebutan dalam hal ini sudah termasuk, baik monopoli
(dalam arti sempit) dan persaingan curang/persaingan tidak sehat (anti trust).**

Pada tanggal 5 Maret 1999 telah diundangkan Undang-Undang Republik

Indonesian No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan

¥ Munir Fuady. 2012. Pengantar Hukum Bisnis; Menata Bisnis Modern di Era Digital.
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 213.

13
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usaha tidak sehat. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa
tujuan pembentukannya adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan ekonomi nasional
sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan
persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian
kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha
menengah, dan pelaku usaha kecil.

3. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.

4. Terciptanya efektivitas dari efisiensi dalam kegiatan usaha.*

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan bahwa :“Monopoli adalah
penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan
jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha”.
Kebalikan dari pasar persaingan sempurna adalah jenis pasar yang bersifat
monopoli, atau tanpa ada persaingan apa pun karena hanya ada satu penjual.

Penjual secara monopoli dapat membatasi kuantitas barang yang tersedia
di pasarnya dan penjual tersebut dapat memaksakan harga untuk menaikkan titik
ekuilibrium. Para penjual lain tidak bisa memasuki pasar yang bersifat monopoli
karena adanya halangan yang dilakukan oleh penjual monopoli. Oleh sebab itu,
pasar monopoli bertentangan dengan rasa keadilan. Pasar monopoli juga

bertentangan dengan prinsip utilitarian dengan cara yang tidak etis, yaitu membuat

kelangkaan persediaan barang dan tidak memungkinkan penjual lain untuk

> Hilma Harmen dan M. Rizal Hasibuan. 2011. Hukum Bisnis. Medan: Universitas
Negeri Medan, halaman 139.

18 pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
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melakukan efisiensi. Pasar monopoli bertentangan dengan hak participan di pasar
karena penjual monopoli mendikte harga dan kuantitas barang.*’

Sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebenarnya
pengaturan mengenai persaingan usaha tidak sehat didasarkan pada Pasal 1365
KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum dan Pasal 382 bis KUHPidana.
Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil
perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan
curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam,
jikaperbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau
konkuren-konkuren orang lain, karena persaingan curang, dengan pidana
penjarapaling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga
belas ribulima ratus rupiah.®®

Rumusan Pasal 382 bis KUHPidana terlihat bahwa seseorang dapat
dikenakan sanksi pidana atas tindakan persaingan curang dan harus memenuhi
beberapa kriteria, sebagai berikut:

1. Adanya tindakan tertentu yang dikategorikan sebagai persaingan

curang.

2. Perbuatan persaingan curang itu dilakukan dalam rangka mendapatkan,

melangsungkan, dan memperluas hasil dagangan, atau perusahaan.

3. Perusahaan yang diuntungkan karena persaingan curang tersebut baik

perusahaan si pelaku maupun perusahaan lain.

4. Perbuatan pidana persaingan curang dilakukan dengan cara

menyesatkan khalayak umum atau orang tertentu.

5. Akibat dari perbuatan persaingan curang tersebut telah menimbulkan

kerugian bagi konkurennya dengan orang lain yang diuntungkan
dengan perbuatan si pelaku.™®

7 aila Refiana Said. 2020. Etika Bisnis. Banjarmasin: Lakeisha, halaman 95.

8 Elsi Kartika Sari & Advendi Simanunsong. 2008. Hukum Dalam Ekonomi. Jakarta:
Grasindo, halaman 170.

9 Ipid.
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah diundangkan sejak 5 maret
1999 dan berlaku secara efektif satu tahun kemudian. Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 dimaksudkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, efektif dan
efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi
pasar yang wajar serta untuk mencegah timbulnya pemusatan kekuatan ekonomi
pada pelaku usaha tertentu yang dapat menghalangi persaingan yang sehat dan
wajar.?°

Terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, akan
menimbulkan pasar dengan karakteristik pasar monopoli yang memiliki dampak
buruk bagi banyak pihak. Adapun ciri-ciri pasar monopoli, yaitu :

1. Pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Dengan demikian
barang atau jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli di tempat lain. Para
pembeli tidak mempunyai pilihan lain. Syarat-syarat penjualan
sepenuhnya ditentukan oleh monopoli itu, dan para pembeli tidak
dapat membuat dan menentukan syarat jual beli.

2. Tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Barang yang
dihasilkan oleh perusahaan monopoli tidak dapat digantikan oleh
barang lain yang ada dalam pasar. Barang tersebut merupakan jenis
satu-satunya dan tidak terdapat barang yang mirip yang dapat
menggantikan barang tersebut.

3. Tidak dapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industry. Sifat ini
merupakan sebab utama yang menimbulkan perusahaan yang
mempunyai kekuasaan monopoli. Tanpa sifat ini pasar monopoli tidak
akan terwujud karena tanpa adanya halangan tersebut pada akhirnya
akan terdapat beberapa perusahaan di dalam industri.

4. Dapat mempengaruhi penentuan harga. Oleh karena prusahaan
monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar, maka
penentuan harga dapat dikuasainya. Dengan mengadakan pengendalian
ke atas produksi dan jumlah barang yang ditawarkan perusahaan
monopoli dapat menentukan harga pada tingkat yang dikehendakinya.

20 Ida Nadirah, “Perspektif Hukum Persaingan Usaha Terhadap Merger Dan Akuisisi
Perusahaan Di Era New Normal” Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora, Vol. I, No.
1, 2021, halaman 970.
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5. Promosi Iklan kurang diperlukan. Oleh karena perusahaan monopoli
adalah satu-satunya perusahaan di dalam industri sehingga tidak perlu
mempromosikan barangnya dengan menggunakan iklan.?

Hal-hal pokok yang diatur di dalam Undang-Undang Persaingan ini antara
lain adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan umum, meliputi pengertian pokok atas istilah-istilah sekitar
monopoli dan persaingan tidak sehat, yang dipergunakan didalamnya.
2. Asas dan tujuan
3. Perjanjian yang dilarang, meliputi ketentuan mengenai larangan
membuat perjanjian yang bertujuan untuk:
Oligopoli
Penetapan harga
Pembagian wilayah
Pemboikotan
Kartel
Trust
Ologopsoni
Integrasi vertikal
Perjanjian tertutup dan
Perjanjian dengan pihak luar negri yang dapat melahirkan monopoli
atau persaingan tidak sehat
. Kegiatan yang dilarang, meliputi ketentuan tentang larangan melakukan
kegiatan atau perbuatan:
a. Monopoli
b. Monopsoni
c. Penguasaan pasar, dan
d. Persekongkolan.
5. Posisi dominan, meliputi ketentuan tentang memperoleh dan
mempergunakan posisi dominan, seperti aturan tentang:
a. Jabatan rangkap
b. Pemilik saham
c. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan
6. Komisi persaingan usaha
. Tata cara penanganan perkara
8. Sanksi hukum.?

S ohe o0 T

N

~

Persaingan Usaha Tidak Sehat terdapat dalam Pasal 1 angka 6 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu persaingan antar pelaku usaha dalam

2l Zulherman Idris, “Tinjauan Terhadap Hukum Persaingan Usaha Indonesia
Dariperspektif Hukum Perlindungan Konsumen”, Jurnal Panorama Hukum, Volume 04, No 1,
Juni 2019, halaman 21.

22 Janus Sidabalok. 2006. Pengantar Hukum Ekonomi. Medan: Bina Media, halaman 159.
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menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang
dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat
persaingan usaha. Persaingan usaha tidak sehat dapat dipahami sebagai kondisi
persaingan di antara pelaku usaha yang berjalan secara tidak adil.?®

Asas dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur pada

Pasal 2 bahwa: “Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya
berdasarkan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antar
kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”. Adapun tujuan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur pada Pasal 2 adalah untuk:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi
nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat;

2. Mewujudkan iklim wusaha yang kondusif melalui pengaturan
persaingan usaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha
menengah, dan pelaku usaha kecil,

3. Mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat
yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, dan

4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.?*

Persaingan usaha tidak sehat adalah tindakan yang bersifat menghalangi

atau mencegah persaingan. Tindakan seperti ini digunakan oleh pelaku usaha yang
ingin memegang posisi monopoli degan mencegah calon pesaing atau
menyingkirkan pesaing secara tidak wajar. Bagi sebagian pelaku usaha persaingan
sering dianggap sebagai sesuatu hal yang negatif, kurang menguntungkan, karena

dalam persaingan itu ada beberapa unsur yang perlu direbut dan dipertahankan

seperti pangsa pasar, konsumen, harga dan sebagainya. Jika banyak pelaku usaha

¥ Mustafa Kamal Rokan. 2019. Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di
Indonesia. Depok: Rajagrafindo, halaman 76.

2 Sudiarto. 2021. Pengantar Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. Jakarta: Kencana,
halaman 54.
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yang terlibat dalam proses persaingan maka keuntungan bagi pelaku usaha itu
semakin berkurang.?®

Agar ketentuan-ketentuan tentang larangan praktek monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat berjalan sebagaimana diharapkan, maka di dalam
undang-undang tersebut juga diatur tentang pembentukan sebuah komisi
pengawas independen yang terlepas dari pengaruh dan kekeuasaan pemerintah
serta pihak lain, disebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha.?®

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dinyatakan bahwa status Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah suatu lembaga independen yang
terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain. Dalam
melaksanakan tugasnya, KPPU bertanggung jawab kepada Presiden. Walaupun
demikian, KPPU tetap bebas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah, sehingga
kewajiban untuk memberikan laporan adalah semata-mata merupakan
pelaksanaan prinsip administrasi yang baik. Selain itu, berdasarkan Pasal 35
Huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU juga berkewajiban untuk
menyampaikan laporan berkala atas hasil kerja KPPU kepada Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR).

Komisi pengawas persaingan usaha adalah sebuah lembaga yang berfungsi

untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya melakukan

® Meita Fadhilah. “Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial”, Jurnal Wawasan Yuridika,
Volume 03, No.1, Maret 2019, halaman 61.

%6 Hilma Harmen dan M. Rizal Hasibuan. Op. Cit., halaman 142.
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praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat.?’ Komisi ini
bertanggung jawab langsung kepada Presiden (Pasal 30) dan mendapat
pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk
menjaga dan menjamin independensinya, anggota komisi ini diangkat dan
diberhentikan oleh presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pengaturan susunan organisasi KPPU dikemukaan dalam Pasal 34
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan bahwa pembentukan Komisi
serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan
Presiden. Keputusan Presiden yang dimaksud telah ditetapkan dalam Keputusan
Presiden Nomor 75 Tahun 1999 yang mengatur pembentukan KPPU.

Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah diatur secara rinci dalam
Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang kemudian diulangi dalam
Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999. Komisi Pengawas Persaingan
Usaha ditugaskan melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat,
seperti perjanjian-perjanjian oligopoli, penerapan harga, pembagian wilayah,
pemboikotan, Kkartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan

perjanjian dengan pihak luar negeri.

B. Pelaku Usaha
Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyebutkan pelaku usaha:

?" Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong. Op. Cit., halaman 180.
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“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum

atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan

kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun

bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha

dalam bidang ekonomi”.

Terdapat 4 (empat) Unsur yang terkandung dalam pengertian tentang

pelaku usaha yaitu:

1.

we oo

Setiap orang perseorangan atau badan usaha.

Badan usaha menurut pengertian ini adalah badan hukum dan
tidak berbadan hukum.
Secara sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian. Beberapa
macam pelaku usaha yaitu:
Orang perorangan vyaitu setiap individu yang melakukan kegiatan
usahanya secara seorang diri

. Badan usaha vyaitu kumpulan individu yang secara bersama-sama

melakukan kegiatan usaha. Selanjutnya badan usaha dikelompokkan ke
dalam dua kategori, yaitu badan hukum, yang menurut hukum
merupakan badan usaha yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori
badan hukum adalah yayasan, perseroan terbatas dan koperasi.
Kemudian, badan wusaha yang bukan badan hukum dapat
dikelompokkan ke dalam kategori seperti firma atau sekelompok orang
yang melakukan kegiatan usaha secara insidentil. Badan usaha tersebut
harus memenuhi kriteria yakni, didirikan dan berkedudukan di wilayah
hukum Negara Republik Indonesia, melakukan kegiatan di wilayah
hukum Negara Republik Indonesia.

Orang perseorangan dengan orang perseorangan lain

Orang perseorangan denagn badan usaha.

Badan usaha dengan badan usaha

Menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
Terdapat batasan yang membedakan antara pelaku usaha dengan pelaku
usaha kegiatan lain, yaitu yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah
mereka yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang
ekonomi

Didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah
hukum Negara Republik Indonesia. Maksudnya adalah orang
perseorangan atau badan hukum tersebut berkedudukan atau melakukan
kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Khusus
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badan usaha, tidak harus didirikan dan berkedudukan di wilayah
Republik Indonesia tetapi kegiatannya di wilayah Republik Indonesia.?®

Pelaku usaha adalah istilah yang digunakan pembuat undang-undang yang
pada umumnya lebih dikenal dengan istilah pengusaha. Ikatan sarjana Ekonomi
(ISEl) menyebut empat kelompok besar kalangan pelaku ekonomi, tiga
diantaranya termasuk kelompok pengusaha (pelaku usaha, baik privat maupun
publik). Ketiga kelompok pelaku usaha tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kalangan investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai
berbagai kepentingan, seperti perbankan, usaha leasing, tengkulak, penyedia
dana lainnya, dan sebagainya.

2. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau
jasa dari barang-barang dan/atau jasa-jasa lain (bahan baku, bahan tambahan/
penolong, dan bahan-bahan lainnya). Mereka dapat terdiri atas orang/ badan
usaha berkaitan dengan pangan, orang/ badan yang memproduksi sandang,
orang/ usaha yang berkaitan dengan pembuatan perumahan, orang/ usaha yang
berkaitan dengan jasa angkutan, peransuransian, perbankan, orang/ usaha yang
berkaitan dengan obat-obatan, kesehatan, narkotika, dan sebagainya.

3. Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan
barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat, seperti pedagang secara
retail, pedagang kaki lima, warung, toko, supermarket, rumah sakit, klinik,

usaha angkutan (darat, laut, udara), kantor pengacara, dan sebagainya.

8 Elsi Kartika Sari & Advendi Simanunsong. 2008. Hukum Dalam Ekonomi. Jakarta:
Grasindo, halaman 171.
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Hak-hak pelaku usaha meliputi sebagai berikut:

1.

Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa Yyang
diperdagangkan.

Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen
yang beritikad tidak baik.

Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di daslam
penyelesaian hukum sengketa konsumen.

Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan.

Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan
lainnya.”

Kewajiban pelaku usaha berupa pemenuhan kewajiban berikut ini:

=

Beritikad baik dalam melakukan kegiatan uasahanya.

Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi
dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan
penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta
tidak diskriminasi.

Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau
jasa yang berlaku.

Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau
garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian
akibat penggunaan, pemakaian dan/atau pemanfaatan barang dan/atau
jasa yanga diperdagangkan.

Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan
perjanjian.®

Pelaku bisnis dalam menawarkan barang atau jasa dilarang melakukan

pemaksaan atau metode lain yang dapat menyebabkan gangguan baik fisik

maupun psikologis bagi konsumen. Sementara itu, bisnis dalam menawarkan

barang atau jasa melalui pesanan dilarang, misalnya:

29 Soesi Idayanti. 2020. Hukum Bisnis. Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, halaman 40.
0 -
Ibid.
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1. Tidak mematuhi pesanan atau menyelesaikan perjanjian sesuai dengan

apa yang dijanjikan

2. Tidak menepati janji atau layanan atau prestasi.®*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada Pasal 4 Ayat (2) secara tegas
menyebutkan bahwa pelaku usaha patut atau dianggab secara bersama-sama
melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan/atau jasa jika dua
atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75 %
pangsa pasar satu jenis barang atas jasa tertentu.®’ Dalam melakukan kegiatan
usaha di Indonesia, pelaku usaha harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan
memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan
umum.*

Kegiatan yang dilarang dalam praktik bisnis adalah monopoli, monopsoni,
penguasaan pasar, persekongkolan, posisi dominan, jabatan rangkap, pemilikan
saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis.®** Monopoli adalah situasi
pengadaan barang dagangan tertentu (dipasar lokal atau nasional) sekurang-
kurangnya sepertiga dikuasai oleh satu orang atau sekelompok sehingga harganya
dapat dikendalikan. Monopoli berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,
memuat beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan/atau

pemasaran barang dan/jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya
praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

%! Sugeng Samiyono, dkk. 2021. Hukum Bisnis Dan Regulasi. Banten: UNPAM Press,
halaman 112-113.

%2 Elsi Kartika Sari & Advendi Simanunsong. Op. Cit., halaman 172.

* Ipid.,

% Ibid., halaman 173.
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2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggab melakukan penguasaan atas
produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa sebagaimana
dimaksud dalam Ayat (1), jika :

a. Barang dan/atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya;

b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk dalam
persaingan dan/atau jasa yang sama;

c. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih
dari 50% pangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu.*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dalam Pasal 19 Pelaku usaha
dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama
pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat berupa:

1. Menolak dan menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan
usaha yang sama pada pasal yang bersangkutan.

2. Menghalangi konsumen pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak
melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya.

3. Membatasi peredaran penjualan barang dan jasa pada pasar yang bersangkutan.

4. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
jelas bahwa menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu tidak boleh
dilakukan dengan cara yang tidak wajar atau dengan alasan non ekonomi,
misalnya karena perbedaan suku, ras, status sosial, dan lain-lain. Selain berupa
kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 19 tersebut, dan

dalam Pasal 20 menyatakan bahwa Pelaku usaha di larang melakukan pemasokan

barang dan jasa dengan melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat

% hid.,
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rendah dengan maksud menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya dipasar
yang bersangkutan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha

tidak sehat.

C. Jual Rugi

Kegiatan jual rugi atau predatory pricing ini merupakan suatu bentuk
penjualan atau pemasokan barang dan atau jasa yang bertujuan untuk mematikan
pesaingnya. Berdasarkan sudut pandang ekonomi predatory pricing ini dapat
dilakukan dengan menetapkan harga yang tidak wajar, dimana harga lebih rendah
dari pada biaya variabel rata-rata. Dalam praktik penentuan biaya variabel ratarata
sangat sulit dilakukan, oleh karenanya kebanyakan para sarjana mengatakan,
bahwa predatory pricing merupakan tindakan menentukan harga di bawah harga
rata-rata atau tindakan jual rugi.*

Dapat dikemukakan, bahwa faktor harga merupakan hal yang sangat
penting dan esensial dalam dunia usaha. Oleh karenanya perilaku pelaku usaha
yang menetapkan jual rugi atau harga sangat rendah bertujuan untuk
menyingkirkan atau mematikan usaha para pesaingnya bertentangan dengan
prinsip persaingan yang sehat. Sama seperti penguasaan pasar yang harus
didasarkan pada adanya posisi dominan. Semakin besar diversifikasi kegiatan
pelaku usaha berupa produk dan pasar, makin kuat keuangannya, makin besar

pula kemampuannya untuk melakukan perilaku yang mematikan.®

% Andi Fahmi Lubis, dkk., Op. Cit., halaman 188.
¥ Ibid.
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Areeda dan Turner berpendapat, bahwa: “Untuk sukses melakukan jual
rugi, maka pelaku usaha harus mempunyai pangsa pasar yang besar. Perusahaan
yang menurunkan harganya pada level di mana pesaingnya akan mati, maka akan
menaikkan produksinya. Dengan demikian, maka akan semakin besar
kerugiannya. Oleh karena itu perilaku predator hampir tidak mungkin dilakukan
perusahaan kecil, bahkan perusahaan yang besar saja, tetap akan mengalami
kerugian pada saat dia melakukan jual rugi”.®

Jual rugi (predatory pricing)®® dalam Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999
disebutkan, bahwa: “Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan
atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat
rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di
pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli
dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Berikut ini adalah unsur-unsur yang harus diperhatikan sebelum menuduh
pelaku usaha atau perusahaan memakai strategi ini:

1. Harus dibuktikan bahwa perusahaan tersebut menjual produknya
dengan harga rugi (menjual di bawah biaya rata-rata). Jika perusahan
menjual dengan harga rendah, namun tidak merugi, maka perusahaan
tersebut bersaing secara sehat. Perusahaan tersebut dapat menjual
dengan harga rendah karena jauh lebih efisien dari pesaing-pesaingnya.

2. Jika terbukti perusahaan menjual dengan harga rugi, masih harus
dibuktikan bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan yang
memungkinkan untuk menjual rugi disebabkan adakalanya penjual
melakukan jual rugi untuk menghindari potensi kerugian yang lebih
lanjut atau untuk sekedar mendapatkan dana untuk keluar dari pasar
(usaha).

3. Telah ditunjukkan bahwa perusahaan hanya akan menerapkan
predatory pricing jika perusahaan tersebut yakin akan dapat menutup

38 H
Ibid.
% Maryanto. 2017. Dunia Usaha, Persaingan Usaha, Dan Fungsi KPPU (Komisi
Pengawas Persaingan Usaha). Semarang: Unissula Press, halaman 48.
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kerugian di tahap awal dengan menerapkan harga yang sangat tinggi
(supra competitive) di tahap berikutnya.*’

Berdasarkan rumusan Pasal 20 ini, dapat diketahui bahwa tidak semua
kegiatan jual rugi atau sangat murah otomatis merupakan perbuatan yang
melanggar hukum. Dalam hal terjadi indikasi adanya tindakan predator, maka
haruslah diperiksa apakah terdapat alasan-alasan yang dapat diterima dan yang
membenarkan tindakan tersebut, dan apakah memang tindakan tersebut dapat
mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Oleh karenanya predatory pricing (jual rugi) dilarang secara rule of reason
dikarenakan penerapan harga di bawah harga variabel rata-rata di satu sisi akan
menguntungkan konsumen karena konsumen dapat menikmati barang dan atau
jasa dengan harga yang sangat rendah, namun di sisi lain predatory pricing
tersebut akan sangat merugikan pelaku usaha pesaing dikarenakan tidak dapat
bersaing dalam hal penentuan harga suatu barang atau jasa.**

Kegiatan jual rugi sering kali dilakukan dalam praktik dagang yang
dilakukan eksportir dengan menjual barang, jasa, atau barang dan jasa di pasar
internasional dengan harga kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah dari
pada harga barang tersebut di negerinya sendiri atau daripada harga jual kepada
negara lain. Jual rugi juga dapat dilakukan oleh produsen pengekspor yang dengan
sengaja banting harga dengan cara menjual rugi atau menjual dengan harga lebih
murah dibandingkan harga jual di dalam negeri atau di negara lain, dengan

harapan dapat mematikan usaha pesaing di pasar yang bersangkutan.*?

0 Andi Fahmi Lubis, dkk., Op. Cit., halaman 189.
“pid.
“2 1bid.,
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Praktik melakukan jual rugi, atau menetapkan harga yang sangat rendah
dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar
bersangkutan dalam Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 disebut predatory pricing.
Praktik jual rugi dengan tujuan menyingkirkan atau mematikan pelaku usaha
pesaingnya di pasar dalam konteks persaingan usaha adalah suatu perilaku pelaku
usaha yang umumnya memiliki posisi dominan di pasar atau sebagai pelaku usaha
incumbent menetapkan harga yang merugikan secara ekonomi selama suatu
jangka waktu yang cukup panjang. Strategi ini dapat mengakibatkan pesaingnya
tersingkir dari pasar bersangkutan dan atau menghambat pelaku usaha lain untuk
masuk ke pasar.*®

Dalam jangka pendek, jual rugi sangat menguntungkan konsumen, namun
setelah menyingkirkan pesaing dari pasar dan menghambat calon pesaing baru,
pelaku usaha dominan atau pelaku usaha incumbent tersebut mengharap dapat
menaikkan harga secara signifikan. Umumnya harga yang ditetapkan untuk
menutupi kerugian tersebut merupakan harga monopoli (yang lebih tinggi)
sehingga dapat merugikan konsumen. Praktik ini adalah upaya untuk
memaksimalkan keuntungan dan menutup kerugian yang ditimbulkan ketika

melakukan jual rugi atau harga rendah.**

D. Transaksi Elektronik
Dalam konteks hukum transaksi elektronik atau yang disebut juga

perdagangan melalui sistem elektronik dijelaskan juga di dalam Undang-Undang

3 Ibid., halaman 190.
* Ibid.
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Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Teknologi Elektronik Pasal 1 angka 2
menyebutkan bahwa: “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang
dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media
elektronik lainya”.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa transaksi
elektronik merupakan transaksi elektronik yang merupakan perbuatan hukum
dalam hal ini jual beli atau kegiatan perdagangan yang menggunakan sistem
komputer melalui media atau perangkat elektronik.*

Transaksi elektronik adalah suatu proses berbisnis dengan memakai
teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan
masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik. Prinsipnya bisnis dengan transaksi
elektronik merupakan kegiatan bisnis tanpa warkat. Transaksi elektronik dalam
arti sempit diartikan sebagai suatu jual beli atas suatu produk barang, jasa atau
informasi antar mitra bisnis dengan memakai jaringan komputer yang berbasiskan
kepada internet. Transaksi elektronik dalam arti luas diartikan sama dengan istilah
e-busniess, yakni mencangkup tidak hanya transaksi online, tetapi juga termasuk
layanan pelanggan, hubungan dagang dengan mitra bisnis, dan transaksi internet
dalam sebuah organisasi.*®

Perdaganngan melalui sistem elektronik juga diatur di dalam Pasal 65
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagai berikut :

(1) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa

dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data
dan/atau informasi secara lengkap dan benar.

** Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
* Munir Fuady. Op. Cit., halaman. 25.
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(2) Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa

dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data
dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik.

(4) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit memuat:

a) ldentitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku
Usaha Distribusi;

b) Persyaratan teknis Barang yang ditawarkan;

c) Persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan;

d) Harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa; dan

e) Cara penyerahan Barang.

Definisi dari transaksi elektronik menurut Kalakota dan Whinston dapat

ditinjau dalam 4 perspektif berikut:

1.

Dari perspektif komunikasi, transaksi elektronik adalah pengiriman
barang, layanan, informasi, atau pembayaran melalui jaringan
computer atau melalui peralatan elektronik lainnya.

Dari perspektif proses bisnis, transaksi elektronik adalah aplikasi dari
teknologi yang menuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan aliran
kerja.

Dari perspektif layanan, transaksi elektronik merupakan suatu alat
yang memenuhi keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen
untuk memangkas biaya layanan (service cost) ketika meningkatkan
kualitas barang dan meningkatkan kecepatan layanan pengiriman.

Dari perspektif online, transaksi elektronik menyediakan kemampuan
untuk membeli dan menjual barang ataupun informasi melalui internet
dan sarana online lainnya.*’

Suatu kegiatan transaksi elektronik dilakukan dengan orientasi-orientasi

sebagai berikut :

1.
2.

3.

Pembelian online (online transaction).

Komunikasi digital (digital communication), yaitu suatu komunikasi
secara elektronik.

Penyediaan jasa (service), yang menyediakan informasi tentang
kualitas produk dan informasi terkini.

" Anonim, “Definisi, Jenis, Tujuan, Manfaat dan Ancaman Menggunakan E-Commerce”,
melalui http:/www.e-commrece.co.id, diakses pada tanggal 11 Maret 2022, Pukul 20.20 Wib.
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Proses bisnis, yang merupakan system dengan sasaran untuk
meningkatkan otomatisasi proses bisnis.

5. Market of one, yang memungkinkan proses costumization produk dan

jasa untuk didapatkan pada kebutuhan bisnis.*

Perjanjian transaksi elektronik dikenal dua pelaku yaitu penjual/pelaku

usaha yang melakukan penjualan dan buyer/costumer/konsumen yang berperan

sebagai pembeli. Selain pelaku usaha dan konsumen, dalam transaksi jual beli

melalui media internet juga melibatkan provider sebagai penyedia jasa layanan

internet dan bank sebagai sarana pembayaran.

Bentuk-bentuk transaksi elektronik yang berkembang dalam dunia internet

mencakup:

1.

4.

5.

Kontrak dibuat melalui komunikasi e-mail. Penawaran dan penerimaan
dapat dipertukarkan melalui e-mail atau dikombinasikan dengan
komunikasi elektronik lainnya, dokumen tertulis, faksimile dan lain-
lain;

Kontrak yang dibuat melalui website dan jasa online lain, yaitu suatu
website yang menawarkan suatu penjualan barang/jasa dan konsumen
menerima penawaran dengan mengisi dan transmisi formulir yang
terpampang dilayar monitor. Direct online transfer dari informasi dan
jasa;

Website digunakan sebagai medium of communication dan sekaligus
sebagai medium of exchange;

Kontrak yang berisi Electronic Data Interchange (EDI), yaitu suatu
pertukaran informasi bisnis secara elektronik;

Kontrak dalam internet dapat bersifat perjanjian lisensi.*®

Perdagangan sistem elektronik kemudian diatur pelaksanaannya yang

dituangkan didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun

2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Ada beberapa kelebihan

yang dimiliki transaksi elektronik dan tidak dimiliki oleh transaksi bisnis yang

dilakukan secara offline, beberapa hal tersebut adalah sebagai berikut ini:

“*8 Munir Fuady, Op. Cit., halaman. 408.
* Mieke Komar Kantaatmadja. 2017. Cyberlaw. Jakarta: Elips, halaman. 2.
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1. Produk. Banyak jenis produk yang bisa dipasarkan dan dijual melalui
internet seperti pakain, mobil, sepeda dll.

2. Tempat menjual produk. Tempat menjual adalah internet yang berarti

harus memiliki domain dan hosting.

Cara menerima pesanan. Email, telpon, sms dan lain-lain.

Cara pembayaran. Credit card, Paypal, Tunai

Metode pengiriman. Menggunakan Pos Indonesia, EMS, atau JNE

Customer service. Email, Contact us, Telepon, Chat jika tersedia

dalam software.*®

SRR

Penggolongan transaksi elektronik pada umumnya dilakukan berdasarkan
sifat transaksinya. Transaksi elektronik terdiri atas beberapa jenis, yaitu sebagai
berikut:

1. Business-To-Bussinnes (B2B). Kebanyakan transaksi elektronik yang
diterapkan saat ini merupakan tipe B2B. Transaksi elektronik type ini
meliputi 10S serta transaksi antar organisasi yang dilakukan di
electronic market.

2. Business-To-Consumers (B2C). Merupakan transaksi eceran dengan
pembeli perorangan.

3. Consumer-to-consumer (C2C). Dalam kategori ini, seorang konsumen
menjual secara langsung ke konsumen lainnya.

4. Consumen to businnes (C2B). Termasuk kategori ini adalah
perseorangan yang menjual produk atau layanan ke oraganisasi, dan
perseorangan yang mencari penjual, berinteraksi dengan mereka dan
menyepakati suatu transaksi.

5. Non businnes E-Commerce. Dewasa ini makin banyak lembaga non-
bisnis seperti lembaga akademis, oraganisasi keagamaan, oraganisasi
sosial, dan lembaga-lembaga pemerintahan yang menggunakan
berbagai type transaksi elektronik untuk mengurangi biaya atau untuk
meningkatkan operasi dan layanan Publik.

6. Mobile Commerce (M-Commerce). Transaksi elektronik yang
dimaksud dalam penelitian ini termasuk dalam golongan Business to
Consumer (B2C), yang mencakup transaksi jual, beli, dan pemasaran
kepada individu pembeli dengan media internet melalui penyedia
layanan transaksi elektronik, seperti Kaskus, Tokopedia, dan Shopee.™

%0 Shabur Miftah Maulana, “Implementasi E-Commerce Sebagai Media Penjualan Online
(Studi Kasus Pada Toko Pastbrik Kota Malang)”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 29, No.l,
Desember 2015, halaman 32.

*! Kasmi, “Penerapan E-Commerce Berbasis Business To Consumers Untuk Meningkatan
Penjualan Produk Makanan Ringan Khas Pringsewu”, Jurnal Aktual STIE Trisna Negara, VVolume
15 Nomor 02, Desember 2017, halaman 111.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Jual Rugi Pada Perdagangan Berbasis Elektronik Menurut
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek
Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Prinsipnya hukum dapat dipakai untuk melindungi masyarakat. Hukum
selama ini belum ditempatkan pada posisi yang sentral artinya hukum harus
berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam
masyarakat secara teratur.>® Persaingan usaha di pasar itu diperbolehkan. Yang
tidak diperbolehkan adalah melakukan distorsi pasar. Dalam fikih, banyak
tindakan yang dapat mendistorsi pasar. Di antaranya adalah maisir (perjudian),
gharar (ketidakpastian), riba (eksploitasi sepihak), radlis (penipuan), dan juga
ihtikar (penimbunan). Kegiatan persaingan usaha yang dilarang agama ini
sebenarnya secara ekonomis sangat menguntungkan bagi pelaku usaha, akan
tetapi juga dapat merugikan pihak yang lain. Karena itulah, larangan ini muncul.
Dalam kegiatan persaingan usaha, prinsip yang dijunjung adalah keadilan dan
keuntungan dari dua belah pihak.™

Praktik monopoli telah didefinisikan di dalam Pasal 1 Dalam UU No. 5
Tahun 1999 mengenai ketentuan umum yang tercantum dalam angka 2, yaitu:
“Pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang

mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau

%2 Moh. Hatta. 2016. Hukum Pidana dan Kegiatan Perekonomian (Titik Singgung
Perkara Pidana dengan Perkara Perdata dan Tindak Pidana Ekonomi). Yogyakarta: Calpulis,
halaman 4.

> Rumadi Ahmad, dkk. 2019. Fikih Persaingan Usaha. Jakarta: Lakpesdam PBNU dan
KPPU, halaman 122.
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jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat
merugikan kepentingan umum?.

Pendefinisian praktik monopoli berdasarkan Pasal 1 angka 2 tersebut
belum menjelaskan secara riil bentuk-bentuk dari perilaku penyalahgunaan posisi
monopoli yang dapat digolongkan sebagai praktik monopoli. Secara teoritis,
penyalahgunaan posisi monopoli merupakan perilaku (conduct) yang di dalamnya
mengandung unsur:

1. Pencegahan, pembatasan, dan penurunan persaingan, dan
2. Eksploitasi.>*

Unsur pencegahan, pembatasan, dan penurunan persaingan adalah upaya
perusahaan monopoli untuk mengurangi atau meniadakan tekanan persaingan.
Perilaku ini pada dasarnya adalah perilaku eksklusif (exclusive conduct), di mana
perusahaan monopoli melakukan strategi untuk mengusir pesaing nyata (existing
competitor) keluar dari pasar atau mencegah masuknya pesaing potensial masuk
ke dalam pasar. Dengan hilangnya tekanan persaingan di pasar, maka perusahaan
monopoli dapat mengeksploitasi mitra transaksi untuk meningkatkan
keuntungannya, terutama eksploitasi yang dilakukan terhadap konsumen.

Perilaku penyalahgunaan posisi monopoli dalam bentuk eksploitasi
konsumen umumnya dilakukan dengan cara menerapkan harga jual yang tinggi,
melalui pembatasan jumlah produksi atau melalui penurunan kualitas/pelayanan
barang atau jasa yang dipasok. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

perilaku praktik monopoli dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu

> Andi Fahmi Lubis, dkk., Op. Cit., halaman 143.
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1. Perilaku yang memiliki dampak negatif langsung kepada pesaing nyata
maupun pesaing potensial; dan

2. Perilaku yang memiliki dampak negatif langsung kepada mitra transaksi.

Persaingan usaha yang semakin kompetitif mendorong banyak pelaku
usaha dalam transaksi elektronik untuk selalu bersaing dalam strategi pemasaran
terutama untuk menarik minat konsumen dan juga untuk mendominasi pasar,
salah satunya dengan cara menawarkan promo-promo kepada konsumen agar
tertarik untuk melakukan transaksi pada layanan transaksi elektronik mereka. Hal
ini pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh pelaku usaha
konvensional. Salah satu metode promos